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ABSTRACT 

The development of tourism which is centered on the southern part of Bali  
considered to raise prestige in the international tourism area. On the other hand, 
the negative effects were also accompanied: environmental degradation, which is 
marked by the increasing scarcity of clean water availability. This paper aims to 
study water conflicts in southern Bali Tourism development result from the 
standpoint of law, particularly UU No 7 Tahun 2004 on Water Management, and 
relation to UU No 10 Tahun 2009 on Tourism. Structural Fungsionalismen 
theory, conflict and social change are also used in this study. The results are (i) 
the rule of law in the governance of water still needs to be improved, (ii) laws 
need to be reviewed, especially in the privatization of water into the business 
activities particularly related to tourism, (iii) cooperation among tourism 
stakeholders in water use and (iv ) water Conservation 

Keywords: water conflict, tourism development. 

PENDAHULUAN 

Pariwisata merupakan alat 
yang diharapkan mampu 
memberikan peningkatan 
kesejahteraan bagi masyarakat, 
sehingga pengembangan pariwisata 
selalu menjadi prioritas utama bagi 
pemerintah. Sebagai konsekuensinya 
industri pariwisata membutuhkan 
berbagai sumber daya (alam, 
manusia, mesin, uang, dan metode) 
untuk dapat memberikan layanan 
yang memuaskan bagi wisatawan. 
Seringkali terjadi benturan-benturan 
dalam pemenuhan kebutuhan 
tersebut, bahkan pengembangan 
pariwisata menimbulkan berbagai 

macam dampak negatif bagi 
kehidupan masyarakat, seperti 
perusakan lingkungan, dan sosial 
budaya. Yang,M.et.al, (2009) Oleh 
karenanya dibutuhkan perundang-
undangan  yang  dijadikan pedoman 
untuk melaksanakan aktifitas oleh 
segenap pemangku kepenetingan 
(stakeholder) antara lain : 
pemerintah, pengusaha, masyarakat 
dan wisatawan.  

Dari sisi kelembagaan 
pemerintah sebagai eksekutif 
tentunya harus menjalankan 
peraturan perundangan pariwisata 
yang sudah ditetapkan. Demikian 
pula perwakilan rakyat yang 
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tergabung dalam DPR, MPR, harus 
mampu menyerap berbagai aspirasi 
masyarakat yang terkait dengan
pengembangan pariwisata dan 
mampu memperjuangkannya dalam 
setiap penentuan kebijakan yang 
akan ditetapkan oleh eksekutif. 
Mahkamah Agung, Mahkamah 
Konstitusi dan Kepolisian sebagai 
penegak hukum juga dituntut untuk 
mampu melaksanakan fungsinya 
dalam mengakkan hukum dan 
segenap perundang-
merupakan produk hukum demi 
terciptanya keadilan dalam praktik 
pariwisata. 

Pengembangan pariwisata di 
Bali menyisakan kondisi yang cukup 
memprihatinkan. Selain isu sampah, 
kemacetan, polusi, komodifikasi, 
hegemoni budaya, ada satu hal yang 
menjadi isu mendasar sebagai 
dampak pengembangan konsep 
tourism di Bali. Kekurangan ai
bersih di kawasan Bali selatan 
merupakan sebuah kenyataan yang 
terjadi akibat praktik pariwisata yang 
tidak mengindahkan aturan
yang berlaku. Kekurangan air bersih 
tercermin dari kegagalan panen yang 
beberapa daerah subak yang 
menggunakan aliran 
dan jeritan penduduk kota Denpasar 
akan ketersediaan air bersih
S. ,2011). Hasil inventarisasi 
Departemen Energi dan Sumber 
Daya Mineral (Dep. ESDM), di Bali 
terdapat 42 cekungan air tanah 
(Dwiyanto,  dalam Widarto 
dengan potensi air tanah mencapai 
sekitar 51 miliar m3/ tahun. Adanya 
potensi air tanah tersebut 

Sekolah Tinggi Pariwisata Triatma Jaya, I Made Bayu Wisnawa
 I Ketut Sutapa 

 

 

 

 

 

 

Jurnal Perhotelan dan Pariwisata, Januari - Juni  2014, Vol.4  No.1  hal.

tergabung dalam DPR, MPR, harus 
mampu menyerap berbagai aspirasi 
masyarakat yang terkait dengan 
pengembangan pariwisata dan 
mampu memperjuangkannya dalam 
setiap penentuan kebijakan yang 
akan ditetapkan oleh eksekutif. 
Mahkamah Agung, Mahkamah 
Konstitusi dan Kepolisian sebagai 
penegak hukum juga dituntut untuk 
mampu melaksanakan fungsinya 

kkan hukum dan 
undangan yang 

merupakan produk hukum demi 
terciptanya keadilan dalam praktik 

Pengembangan pariwisata di 
Bali menyisakan kondisi yang cukup 
memprihatinkan. Selain isu sampah, 
kemacetan, polusi, komodifikasi, 
hegemoni budaya, ada satu hal yang 
menjadi isu mendasar sebagai 
dampak pengembangan konsep mass 

di Bali. Kekurangan air 
bersih di kawasan Bali selatan 
merupakan sebuah kenyataan yang 
terjadi akibat praktik pariwisata yang 
tidak mengindahkan aturan-aturan 
yang berlaku. Kekurangan air bersih 
tercermin dari kegagalan panen yang 
beberapa daerah subak yang 
menggunakan aliran Tukad Ayung, 
dan jeritan penduduk kota Denpasar 
akan ketersediaan air bersih  (Strauß, 

Hasil inventarisasi 
Departemen Energi dan Sumber 
Daya Mineral (Dep. ESDM), di Bali 
terdapat 42 cekungan air tanah 

dalam Widarto 2009), 
si air tanah mencapai 

sekitar 51 miliar m3/ tahun. Adanya 
potensi air tanah tersebut semestinya 

dapat memberikan kontribusi yang 
signifikan dalam pemenuhan 
kebutuhan akan air bersih bagi 
masyarakat. 

Beckerson dan Walton dalam 
Harp.S.L (2007) menunjukkan 
bahwa pengembangan pariwisata 
untuk resort di Inggris Raya 
menimbulkan permasalahan pada air 
bersih untuk pemenuhan kebutuhan 
SPA. Hal ini menunjukkan bahwa 
ketika pariwisata berkembang 
dengan pesat akan menimbulkan 
konsekuensi pemenuhan kebutuhan 
sarana berwisata, sementara sumber 
daya alam sangat terbatas.
Terganggunya subsistem air tanah di 
suatu daerah akan mengakibatkan 
menurunnya kuantitas dan kualitas 
air tanah di daerah tersebut, yang 
pada akhirnya akan mengakibatkan 
penurunan kualitas dam 
kesejahteraan hidup masyarakatnya
(Widarto, 2009). 

Penegakan hukum yang lemah 
sudah menjadi kenyataan yang harus 
segera diperbaiki, yang dapat 
ditunjukkan dari berbagai penelitian 
internasional mengenai penegakkan 
hukum terhadap berbagai kasus
kasus yang terjadi di
Fredriksson, G. M., & Nijman, V. 
(2004);  Walmsley, S. F., & White, 
A. T. (2003). Kondisi ini juga 
menunjukkan bahwa sesungguhnya 
Indonesia memiliki produk hukum 
berupa perundang-undangan yang 
berkualitas, hanya saja 
pengelola dan masyara
banyak yang  kurang sadar hukum.
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dapat memberikan kontribusi yang 
signifikan dalam pemenuhan 
kebutuhan akan air bersih bagi 

Beckerson dan Walton dalam 
Harp.S.L (2007) menunjukkan 
bahwa pengembangan pariwisata 
untuk resort di Inggris Raya 
menimbulkan permasalahan pada air 
bersih untuk pemenuhan kebutuhan 

Hal ini menunjukkan bahwa 
ketika pariwisata berkembang 
dengan pesat akan menimbulkan 
konsekuensi pemenuhan kebutuhan 

erwisata, sementara sumber 
daya alam sangat terbatas. 
Terganggunya subsistem air tanah di 
suatu daerah akan mengakibatkan 
menurunnya kuantitas dan kualitas 
air tanah di daerah tersebut, yang 
pada akhirnya akan mengakibatkan 
penurunan kualitas dam 

raan hidup masyarakatnya 

Penegakan hukum yang lemah 
sudah menjadi kenyataan yang harus 
segera diperbaiki, yang dapat 
ditunjukkan dari berbagai penelitian 
internasional mengenai penegakkan 
hukum terhadap berbagai kasus-
kasus yang terjadi di Indonesia 
Fredriksson, G. M., & Nijman, V. 
(2004);  Walmsley, S. F., & White, 

Kondisi ini juga 
menunjukkan bahwa sesungguhnya 
Indonesia memiliki produk hukum 

undangan yang 
berkualitas, hanya saja mental 
pengelola dan masyarakat masih 
banyak yang  kurang sadar hukum. 
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Air merupakan kebutuhan 
primer yang membutuhkan jaminan 
akses bagi seluruh rakyat, di mana 
Pasal 33 ayat (3) Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 menyatakan “bumi, air 
dan kekayaan alam yang te
di dalamnya dikuasai oleh negara 
dan diergunakan untuk sebesar
besarnya kemakmuran rakyat”. Air 
bersih bersifat terbatas, sementara 
pertambahan penduduk dan 
kebutuhannya akibat pariwisata 
bersifat tidak tidak terbatas.

Industri pariwisata di Bali 
mempengaruhi berbagai sektor 
perekonomian lainnya untuk tumbuh. 
Kondisi ini mengakibatkan 
peningkatan kebutuhan air yang  
dapat berdampak positip dan negatif 
bagi kuantitas dan kualitas 
sumberdaya air yang ada. Widarto 
(2009) Dampak positif timbul dari 
peningkatan kuantitas sumberdaya 
air akibat adanya kegiatan 
penyediaan sarana dan prasarana 
yang diperlukan manusia seperti 
pembangunan dam, bendungan dan 
sebagainya. Di sisi lain, berbagai 
aktivitas pariwisata  ini juga 
berdampak negatif pada sumberdaya 
air yang ada seperti pencemaran, 
penurunan muka air tanah, penuruan 
permukaan tanah (amblesan atau 
subsidence) yang ditimbulkan 
pengambilan kuantitas air yang tidak 
memperhatikan siklus hidrologi yang 
ada, dan sebagainya. 

Akibat adanya hubungan 
timbal balik dan interaksi antara 
manusia dan sumberdaya air yang 
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Air merupakan kebutuhan 
primer yang membutuhkan jaminan 
akses bagi seluruh rakyat, di mana 
Pasal 33 ayat (3) Undang-undang 
Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 menyatakan “bumi, air 
dan kekayaan alam yang terkandung 
di dalamnya dikuasai oleh negara 
dan diergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat”. Air 
bersih bersifat terbatas, sementara 
pertambahan penduduk dan 
kebutuhannya akibat pariwisata 
bersifat tidak tidak terbatas. 

Industri pariwisata di Bali 
mempengaruhi berbagai sektor 
perekonomian lainnya untuk tumbuh. 
Kondisi ini mengakibatkan 
peningkatan kebutuhan air yang  
dapat berdampak positip dan negatif 
bagi kuantitas dan kualitas 
sumberdaya air yang ada. Widarto 
(2009) Dampak positif timbul dari 

ingkatan kuantitas sumberdaya 
air akibat adanya kegiatan 
penyediaan sarana dan prasarana 
yang diperlukan manusia seperti 
pembangunan dam, bendungan dan 
sebagainya. Di sisi lain, berbagai 
aktivitas pariwisata  ini juga 
berdampak negatif pada sumberdaya 

yang ada seperti pencemaran, 
penurunan muka air tanah, penuruan 
permukaan tanah (amblesan atau 

) yang ditimbulkan 
pengambilan kuantitas air yang tidak 
memperhatikan siklus hidrologi yang 

 

Akibat adanya hubungan 
n interaksi antara 

manusia dan sumberdaya air yang 

ada dan lingkungan lainnya. Maka 
penurunan kualitas dan kuantitas 
sumberdaya air yang ada juga akan 
mengakibatkan kemerosotan dalam 
kehidupan manusia itu sendiri. 
Akumulasi interkasi berbagai 
kerusakan sumber air yang ada pada 
akhirnya dikhawatirkan 
menimbulkan bencana di Bali, 
khususnya Bali selatan di masa
yang akan datang, seperti : banjir, 
longsor, penurunan muka air tanah, 
amblesan, dan intrusi air laut.

Berdasarkan uraian di atas maka 
dapat dirumuskan permasalahan 
sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penegakkan 
hukum terkait dengan krisis air 
pada pengembangan pariwisata 
di Wilayah Bali Selatan?

2. Usaha apa yang dapat dilakukan 
untuk menyeimbangkan 
pengembangan pariwisata dan 
ketersediaan air di Wilayah B
Selatan? 

TINJAUAN PUSTAKA

UU No 10 Tahun 2009 
Kepariwisataan 
 
Menyatakan bahwa 
1. Kebebasan 

 perjalanan 
memanfaatkan waktu luang 
dalam wujud berwisata 
merupakan bagian dari hak asasi 
manusia; 

2. Kepariwisataan  merupakan  
bagian  integral dari 
pembangunan nasional yang 
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ada dan lingkungan lainnya. Maka 
penurunan kualitas dan kuantitas 
sumberdaya air yang ada juga akan 
mengakibatkan kemerosotan dalam 
kehidupan manusia itu sendiri. 
Akumulasi interkasi berbagai 

ber air yang ada pada 
akhirnya dikhawatirkan 
menimbulkan bencana di Bali, 
khususnya Bali selatan di masa-masa 
yang akan datang, seperti : banjir, 
longsor, penurunan muka air tanah, 
amblesan, dan intrusi air laut. 

Berdasarkan uraian di atas maka 
uskan permasalahan 

Bagaimanakah penegakkan 
hukum terkait dengan krisis air 
pada pengembangan pariwisata 
di Wilayah Bali Selatan? 

Usaha apa yang dapat dilakukan 
untuk menyeimbangkan 
pengembangan pariwisata dan 
ketersediaan air di Wilayah Bali 

TINJAUAN PUSTAKA 

UU No 10 Tahun 2009 

  
melakukan

dan 
memanfaatkan waktu luang 
dalam wujud berwisata 
merupakan bagian dari hak asasi 

epariwisataan  merupakan  
bagian  integral dari 
pembangunan nasional yang 
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dilakukan secara sistematis, 
terencana, terpadu, 
berkelanjutan, dan
jawab dengan  
memberikan perlindungan 
terhadap nilai
budaya yang hidup dalam 
masyarakat, kelestarian dan 
mutu lingkungan hidup, serta 
kepentingan nasional;

3. Pembangunan kepariwisataan 
diperlukan untuk mendorong 
pemerataan kesempatan 
berusaha dan memperoleh 
manfaat serta mampu 
menghadapi tantangan 
perubahan kehidupan lokal, 
nasional, dan global;

4. Azas yang digunakan dalam 
pengembangan kepariwisataan  
manfaat, kekeluargaan, 
merata, keseimbangan, 
kemandirian, 
partisipatif, 
demokratis, 
kesatuan. 

5. Kepariwisataan bertujuan untuk 
melestarikan alam, lingkungan, 
dan sumber daya

6. Kepariwisataan dilaksanakan 
dengan prinsip 
tinggi norma agama dan nilai 
budaya sebagai 
pengejawantahan dari konsep 
hidup dalam keseimbangan 
hubungan antara manusia dan 
Tuhan Yang Maha Esa, 
hubungan antara manusi
sesama manusia, dan hubungan 
antara manusia dan lingkungan;

7. Kepariwisataan dilaksanakan 
dengan prinsip m
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dilakukan secara sistematis, 
terencana, terpadu, 
berkelanjutan, dan bertanggung 

 tetap  
memberikan perlindungan 
terhadap nilai-nilai agama, 
budaya yang hidup dalam 

rakat, kelestarian dan 
mutu lingkungan hidup, serta 
kepentingan nasional; 
Pembangunan kepariwisataan 
diperlukan untuk mendorong 
pemerataan kesempatan 
berusaha dan memperoleh 
manfaat serta mampu 
menghadapi tantangan 
perubahan kehidupan lokal, 

global; 
Azas yang digunakan dalam 
pengembangan kepariwisataan  

kekeluargaan,  adil dan 
merata, keseimbangan, 

kelestarian, 
berkelanjutan, 
kesetaraan,dan 

Kepariwisataan bertujuan untuk 
alam, lingkungan, 

dan sumber daya 
Kepariwisataan dilaksanakan 
dengan prinsip menjunjung 
tinggi norma agama dan nilai 
budaya sebagai 
pengejawantahan dari konsep 
hidup dalam keseimbangan 
hubungan antara manusia dan 
Tuhan Yang Maha Esa, 
hubungan antara manusia dan 
sesama manusia, dan hubungan 
antara manusia dan lingkungan; 
Kepariwisataan dilaksanakan 
dengan prinsip memelihara 

kelestarian alam dan lingkungan 
hidup. 

8. Kepariwisataan dilaksanakan 
dengan prinsip 
 keterpaduan 
antardaerah, antara 
daerah yang merupakan satu 
kesatuan sistemik dalam 
kerangka otonomi daerah, serta 
keterpaduan antar
kepentingan. 

9. Pemerintah dan 
 Daerah  mendorong 
penanaman modal dalam negeri  
dan penanaman modal asing di 
bidang kepariwisataan
dengan rencana induk 
pembangunan kepariwisataan 
nasional, provinsi, dan 
kabupaten/kota. 

10. Pemerintah mengawasi
mengendalikan 
kepariwisataan 
mencegah dan menanggulangi
 berbagai dampak
masyarakat luas.

11. Setiap orang berkewajiban untuk 
membantu terciptanya suasana 
aman, tertib, bersih, berperilaku
santun,  dan  
kelestarian  lingkungan destinasi 
pariwisata. 

 
UU No 7 Tahun 2004 Pengelolaan 
Air 
Menyatakan bahwa  
1. Sumber daya air merupakan 

karunia Tuhan Yang Maha Esa 
yang memberikan manfaat untuk 
mewujudkan kesejahteraan  bagi 
seluruh rakyat Indonesia dalam 
segala bidang; 
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kelestarian alam dan lingkungan 

Kepariwisataan dilaksanakan 
dengan prinsip menjamin

 antarsektor, 
antardaerah, antara pusat dan 
daerah yang merupakan satu 
kesatuan sistemik dalam 
kerangka otonomi daerah, serta 
keterpaduan antar pemangku 

 Pemerintah
mendorong 

penanaman modal dalam negeri  
dan penanaman modal asing di 
bidang kepariwisataan sesuai 
dengan rencana induk 
pembangunan kepariwisataan 
nasional, provinsi, dan 

 
mengawasi dan 

 kegiatan 
 dalam rangka 

dan menanggulangi
dampak negatif bagi 

masyarakat luas. 
Setiap orang berkewajiban untuk 
membantu terciptanya suasana 
aman, tertib, bersih, berperilaku 

menjaga 
lingkungan destinasi 

UU No 7 Tahun 2004 Pengelolaan 

 
umber daya air merupakan 

Yang Maha Esa 
yang memberikan manfaat untuk 
mewujudkan kesejahteraan  bagi 
seluruh rakyat Indonesia dalam 
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2. Dalam  menghadapi  
ketidakseimbangan  antara  
ketersediaan  air yang  
cenderung  menurun  dan  
kebutuhan  air  yang  semakin  
meningkat, sumber  daya   air  
wajib  dikelola   dengan   
memperhatikan   fungsi  sosial, 
lingkungan hidup dan ekonomi 
secara selaras; 

3. Pengelolaan  sumber daya air 
perlu diarahkan untuk 
mewujudkan sinergi dan 
keterpaduan yang harmonis 
antarwilayah, antarsektor, da
antargenerasi; 

4. Sejalan  dengan   semangat   
demokratisasi,   desentralisasi,   
dan keterbukaan dalam tatanan 
kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara, 
masyarakat perlu diberi peran 
dalam pengelolaan  sumber daya 
air; 

5. Konservasi sumber daya air 
adalah upaya memelihara 
keberadaan serta keberlanjutan  
keadaan,  sifat, dan fungsi 
sumber daya air agar senantiasa 
tersedia dalam kuantitas dan 
kualitas yang memadai untuk 
memenuhi kebutuhan  makhluk 
hidup, baik pada waktu sekarang  
maupun yang akan datang

6. Pendayagunaan  
air adalah upaya
penyediaan, penggunaan,   
pengembangan,  dan 
pengusahaan   sumber daya air 
secara optimal agar berhasil 
guna dan berdaya guna
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alam  menghadapi  
ketidakseimbangan  antara  
ketersediaan  air yang  
cenderung  menurun  dan  
kebutuhan  air  yang  semakin  

t, sumber  daya   air  
wajib  dikelola   dengan   
memperhatikan   fungsi  sosial, 
lingkungan hidup dan ekonomi 

engelolaan  sumber daya air 
perlu diarahkan untuk 
mewujudkan sinergi dan 
keterpaduan yang harmonis 
antarwilayah, antarsektor, dan 

ejalan  dengan   semangat   
demokratisasi,   desentralisasi,   
dan keterbukaan dalam tatanan 
kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara, 
masyarakat perlu diberi peran 
dalam pengelolaan  sumber daya 

Konservasi sumber daya air 
dalah upaya memelihara 

keberadaan serta keberlanjutan  
keadaan,  sifat, dan fungsi 
sumber daya air agar senantiasa 
tersedia dalam kuantitas dan 
kualitas yang memadai untuk 
memenuhi kebutuhan  makhluk 
hidup, baik pada waktu sekarang  
maupun yang akan datang. 

 sumber daya 
upaya  penatagunaan, 

penyediaan, penggunaan,   
pengembangan,  dan   
pengusahaan   sumber daya air 
secara optimal agar berhasil 
guna dan berdaya guna. 

7. Sumber daya air dikelola 
berdasarkan asas kelestarian, 
keseimbangan, kemanfaatan  
umum, keterpaduan  dan 
keserasian,  keadilan, 
kemandirian,  serta transparansi 
dan akuntabilitas

8. Sumber daya air dikelola secara 
menyeluruh, terpadu, dan 
berwawasan lingkungan hidup 
dengan tujuan mewujudkan 
kemanfaatan sumber daya air 
yang  berkelanjutan untuk 
sebesar-besar kemakmuran 
rakyat 

9. Sumber daya air mempunyai 
fungsi sosial, lingkungan hidup, 
dan ekonomi yang 
diselenggarakan dan diwujudkan 
secara selaras. 

10. Negara menjamin hak setiap 
orang untuk mendapatkan air 
bagi kebutuhan pokok mini
sehari-hari  guna  memenuhi  
kehidupannya   yang  sehat,  
bersih,  dan produktif

 
Perda No 2 Tahun 2012 Pariwisata 
Budaya  
Menyatakan bahwa : 
1. Penyelenggaraan 

Kepariwisataan Budaya Bali 
dilaksanakan berdasarkan pada 
asas manfaat, kekeluargaan, 
kemandirian, keseimbangan, 
kelestarian, partisipatif, 
berkelanjutan, adil dan merata, 
demokratis, kesetaraan dan 
kesatuan yang dijiwai oleh nilai
nilai  Agama Hindu dengan
menerapkan falsafah Tri Hita 

Karana. 
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Sumber daya air dikelola 
berdasarkan asas kelestarian, 

n, kemanfaatan  
umum, keterpaduan  dan 
keserasian,  keadilan, 
kemandirian,  serta transparansi 
dan akuntabilitas 
Sumber daya air dikelola secara 
menyeluruh, terpadu, dan 
berwawasan lingkungan hidup 
dengan tujuan mewujudkan 
kemanfaatan sumber daya air 

berkelanjutan untuk 
besar kemakmuran 

Sumber daya air mempunyai 
fungsi sosial, lingkungan hidup, 
dan ekonomi yang 
diselenggarakan dan diwujudkan 

Negara menjamin hak setiap 
orang untuk mendapatkan air 
bagi kebutuhan pokok minimal  

hari  guna  memenuhi  
kehidupannya   yang  sehat,  
bersih,  dan produktif. 

Perda No 2 Tahun 2012 Pariwisata 

 
Penyelenggaraan 
Kepariwisataan Budaya Bali 
dilaksanakan berdasarkan pada 
asas manfaat, kekeluargaan, 
kemandirian, keseimbangan, 
kelestarian, partisipatif, 
berkelanjutan, adil dan merata, 
demokratis, kesetaraan dan 
kesatuan yang dijiwai oleh nilai-
nilai  Agama Hindu dengan 

falsafah Tri Hita 
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2. Kepariwisataan Bali bertujuan 
untuk melestarika
lingkungan, dan sumber daya

3. Pembangunan kepariwisataan 
Bali diarahkan pada 
melestarikan lingkungan alam 
Bali sebagai basis penyangga 
kehidupan masyarakat dan 
kebudayaan Bali secara 
berkelanjutan 

4. Pembangunan Kepariwisataan 
Budaya Bali dilakukan 
berdasarkan Rencana Tata 
Ruang Wilayah (RTRW) 
Provinsi Bali. 

 
Perda No 16 Tahun 2009 RTRW
Menyatakan bahwa : 

1. Bahwa ruang merupakan 
komponen lingkungan hidup 
yang bersifat terbatas dan tidak 
terperbaharui yang harus 
dimanfaatkan secara 
berkelanjutan sebagai
kesatuan ruang dalam tatanan 
yang dinamis berlandaskan 
kebudayaan Bali yang dijiwai 
oleh Agama Hin
dengan falsafah Tri Hita Karana;

2. Tri Hita Karana adalah falsafah 
hidup masyarakat Bali yang 
memuat tiga unsur yang 
membangun keseimbangan dan 
keharmonisan hubungan antara 
manusia dengan Tuhan, manusia 
dengan manusia, dan manusia 
dengan lingkungannya yang 
menjadi sumber kesejahteraan, 
kedamaian, dan kebahagiaan 
bagi kehidupan manusia.
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Kepariwisataan Bali bertujuan 
untuk melestarikan alam, 
lingkungan, dan sumber daya 
Pembangunan kepariwisataan 
Bali diarahkan pada 

an lingkungan alam 
Bali sebagai basis penyangga 
kehidupan masyarakat dan 
kebudayaan Bali secara 

Pembangunan Kepariwisataan 
Budaya Bali dilakukan 
berdasarkan Rencana Tata 
Ruang Wilayah (RTRW) 

Perda No 16 Tahun 2009 RTRW 
 

Bahwa ruang merupakan 
komponen lingkungan hidup 
yang bersifat terbatas dan tidak 
terperbaharui yang harus 
dimanfaatkan secara 
berkelanjutan sebagai satu 
kesatuan ruang dalam tatanan 
yang dinamis berlandaskan 
kebudayaan Bali yang dijiwai 
oleh Agama Hindu sesuai 

Tri Hita Karana; 

Tri Hita Karana adalah falsafah 
hidup masyarakat Bali yang 
memuat tiga unsur yang 
membangun keseimbangan dan 
keharmonisan hubungan antara 
manusia dengan Tuhan, manusia 
dengan manusia, dan manusia 
dengan lingkungannya yang 
menjadi sumber kesejahteraan, 
kedamaian, dan kebahagiaan 
bagi kehidupan manusia. 

3. Pengembangan sektor 
kepariwisataan yang 
berlandaskan kebudayaa
Daerah Bali yang dijiwai Agama 
Hindu, diarahkan pada 
kepariwisataan berbasis 
masyarakat melalui 
pengembangan wisata perdesaan 
(desa wisata), wisata agro, 
wisata eko, wisata bahari, wisata 
budaya, wisata spiritual dengan 
penyediaan kelengkapan sarana 
dan prasarana daya tarik 
pariwisata yang tetap 
memperhatikan kelestarian 
lingkungan dan daya dukung 
dan pengembangan ekonomi 
kerakyatan 

4. Lokasi kegiatan pertambangan 
pengambilan air bawah tanah 
tersebar di seluruh wilayah 
kabupaten/kota dengan kapasitas 
pengeboran sesuai dengan 
potensi yang tersedia dan 
pemanfaatannya mengacu pada 
ketentuan penatagunaan air; 

5. Pemanfaatan semua lahan
yang sudah mendapatkan 
pengairan tetapi belum 
dimanfaatkan sebagai lahan 
sawah, khususnya di wilayah 
Kabupaten Tabanan, 
Gianyar, Jembrana, dan 
Buleleng 

Teori Fungsionalisme
Teori ini dipa

dalam penelitian
peningkatan 
pariwisata  terhadap 
Menurut Sanderson 
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engembangan sektor 
kepariwisataan yang 
berlandaskan kebudayaan 
Daerah Bali yang dijiwai Agama 
Hindu, diarahkan pada 
kepariwisataan berbasis 
masyarakat melalui 
pengembangan wisata perdesaan 
(desa wisata), wisata agro, 
wisata eko, wisata bahari, wisata 
budaya, wisata spiritual dengan 
penyediaan kelengkapan sarana 

prasarana daya tarik 
pariwisata yang tetap 
memperhatikan kelestarian 
lingkungan dan daya dukung 
dan pengembangan ekonomi 

okasi kegiatan pertambangan 
pengambilan air bawah tanah 
tersebar di seluruh wilayah 
kabupaten/kota dengan kapasitas 

ran sesuai dengan 
potensi yang tersedia dan 
pemanfaatannya mengacu pada 
ketentuan penatagunaan air;  

emanfaatan semua lahan-lahan 
yang sudah mendapatkan 
pengairan tetapi belum 
dimanfaatkan sebagai lahan 
sawah, khususnya di wilayah 
Kabupaten Tabanan, Badung, 
Gianyar, Jembrana, dan 

Fungsionalisme Struktural 
andang relevan 
n pengaruh 

infrastruktur  
p  konflik air. 
 (1993) strategi 
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fungsionalisme struk
gagasan tentang 
kebutuhan  masyara
teori  ini  menganut 
biologis sebagai 
kehidupan individu 
masyarakat. 
Pemikiran fungsionalisme
sebagai  suatu 
yang disampaika
menetapkan empat
fungsional yaitu: (1)
harus menyesuaikan
lingkungannya, (2) 
harus memiliki sua
mobilisasi sumber 
mencapai tujuan, (3) 
harus  mempertahank
internal  kesatuanny
setiap  sistem 
mempertahankan  di
mungkin  dalam  
seimbang (equilibrium

Dengan demi
struktur sosial 
masyarakat dapat berfun
(1) setiap masyarak
suatu struktur eleme
mantap dan stabi
masyarakat merupa
elemen yang terint
baik, (3) elemen-ele
suatu masyarakat mem
yakni memberikan su
bertambahnya ma
sebagai suatu sistem
struktur sosial ya
didasarkan pada su
nilai diantara para angg

Berdasarkan p
atas artinya teori 
struktural melakuka
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ruktural adalah 
 kebutuhan-
akat.  Penganut  

nut  sistem kerja 
sistem sosial 
 dalam suatu 

fungsionalisme struktural 
u sistem seperti 

an Parson, 
t persyaratan 

: (1) setiap sistem 
n diri dengan 
 setiap sistem 
atu alat untuk 
 daya untuk 

(3) setiap  sistem  
kan  koordinasi  
ya  dan  (4) 

m  harus 
irinya  sedapat  

 keadaan yang 
m). 

emikian setiap 
dalam suatu 
rfungsi apabila: 
kat merupakan 

men-elemen yang 
l, (2) setiap 
akan elemen-
tegrasi dengan 
elemen dalam 
mpunyai fungsi 
umbangan pada 

masyarakat itu 
tem. (4) setiap 
ang berfungsi 
uatu konsesus 
ggotanya. 
pandangan di 

 fungsionalisme 
an  analisis  

dengan  melihat 
sebagai  sebuah  
interaksi antar manus
institusinya dengan 
disepakati bersama 
dan norma. Teori i
tinggi pada harmon
dan keseimbang
masyarakat. Dengan 
ini dipandang sangat
melihat dinamika 
terjadi . 

 
Teori Konflik 

Ritzer (2005:15) 
teori konflik sebe
dalam satu naung
dengan teori fungsion
akan tetapi keduanya 
pandang yang be
fungsional struktural 
adalah fungsional. S
konflik menyoroti 
berupa wewenang d
justru merupaka
pertentangan sosial
posisi itu pada gili
memicu timbulnya 
masyarakat. 

Ide  pokok  
dapat  dibagi  menjadi  
berikut. Pertama,
senantiasa berada 
perubahan yang dita
adanya  pertentangan 
di  antara  unsur-uns
setiap elemen 
sumbangan terhada
sosial dan  ketiga, k
terdapat dalam masya
disebabkan oleh a
atau  pemaksaan  k
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t  masyarakat  
 sistem  dari 
sia dan berbagai 
 segala sesuatu 
 termasuk nilai 
ini menjunjung 

oni, konsistensi 
gan dalam 
 demikian teori 
t relevan untuk 

 konflik yang 

15) menyatakan  
enarnya berada 
gan paradigma 
onal struktural, 

a memiliki sudut 
erbeda. Teori 
 menilai konflik 
Sementara teori 
 fakta sosial 

ng dan posisi yang 
an sumber 

ial. Perbedaan 
ili rannya dapat 
 konflik dalam 

 teori  konflik  
di  tiga  sebagai  

a, masyarakat 
 dalam proses 
itandai dengan  
n  terus-menerus  
surnya;  Kedua, 

 memberikan 
ap disintegrasi 

, keteraturan yang 
arakat hanyalah 

adanya tekanan  
kekuasaan  dari  
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atas  oleh  golon
berkuasa. Sebagai la
struktural mengandu
pemikiran pokok
masyarakat berada 
statis atau tepatnya, b
kondisi keseimbangan;
elemen atau institus
dukungan terhadap 
ketiga, anggota mas
secara informal oleh nor
dan moralitas umum. 

Selanjutnya  
Duinker  dalam  Mitc
menuliskan “Konf
pertentangan anta
kepentingan,  nilai, 
arah serta sudah merup
yang menyatu seja
ada”. Definisi konf
Kovach dijelaskan 
(2004)  adalah suat
mental dan spiritual 
menyangkut perbed
prinsip, pernyataan d
yang berlawanan. 
menjelaskan bahwa 
asing,  konflik  (confl
dengan  sengketa  (di
dalam penggunaan 
di Indonesia,istilah konf
ditukargunakan (in
dengan sengketa. 

Beberapa penyebab
timbulnya konflik, d
Mitchell (2003), a
berikut : (1) Perbed
pengetahuan atau 
(informasi/fakta);  (2)  
nilai  (prinsip);  (3)  
kepentingan (alokasi
dan (4) Perbedaan 
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ongan  yang  
lawannya teori 

ndung pula tiga 
k. Pertama, 
 dalam kondisi 
bergerak dalam 
n; kedua, setiap 
si memberikan 

p stabilitas dan 
syarakat terikat 
h norma, nilai 
 

 Johnson  dan  
itchell (2003)  
onflik adalah 

tar banyak 
, tindakan atau 
rupakan bagian 

ejak kehidupan 
i konflik menurut 

 dalam Hadi 
atu perjuangan 
 manusia yang 
daan berbagai 

n dan argumen 
 Hadi (2004) 
 dalam istilah  
flict)  dibedakan  
ispute).  Namun 

 secara umum 
konflik  selalu 

nterchangeably) 

penyebab atau akar 
k, dinyatakan oleh 

adalah sebagai 
daan 
 pemahaman 
(2)  Perbedaan  
(3)  Perbedaan  
i untung rugi); 

n latar belakang 

personal/sejarah. Ad
dalam Hadi (2004), 
konflik dalam bebe
Pertama konflik se
dinyatakan kare
perbedaan kebutuhan
keinginan atau 
seseorang/pihak deng
lain. Kedua, konf
perasaan ditand
munculnya reaks
terhadap situasi atau
memperlihatkan 
ketidaksesuaian. K
sebagai tindakan me
ekspresi peras
pengartikulasian d
kedalam tindak
memperoleh sesuat
yang memasuki wila
orang lain. 

Secara garis 
(2004) menggolon
bentuk konflik lingkun
konflik peninggala
dan sebagai konf
reformasi. Bent
peninggalan masa 
diwarnai oleh adany
pemanfaatan sumbe
Konflik ini bisa anta
dan pengusaha di sat
masyarakat di pihak 
juga ditimbulkan ka
atau sentralisasi 
pemerintah yang 
Adapun bentuk konf
reformasi dinyataka
(2004) makin bera
terjadi bisa anta
antar sektor, antar
antar masyarakat 
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dapun Santosa 
(2004), membedakan 

erapa kategori. 
ebagai persepsi 
ena adanya 
n, kepentingan, 

u nilai dari  
gan orang/pihak 

, konflik sebagai 
dai dengan 
si emosional 
u interaksi yang 

adanya 
Ketiga, konflik 
erupakan bentuk 
saan dan 
dari persepsi 
kan untuk 
atu kebutuhan 
ayah kebutuhan 

 besar, Hadi 
ongkan bentuk-
kungan  sebagai 

alan masa lalu 
konflik di era 

tuk konflik 
 lalu umumnya 
ya pertentangan 
er daya alam. 
tara pemerintah 

atu pihak dengan 
k lain. Konflik 
arena dominasi 
 kekuasaan 

 sangat kuat. 
konflik di era 
an oleh Hadi 
agam. Konflik 
r pemerintah, 
r daerah dan 

 sendiri. Teori 
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konflik ini sangat  mem
menganalisa kompar
yang terjadi di kawasan Bali selatan.

 
Teori Perubahan So

Perubahan s
perubahan dalam struk
dalam pola- pola hubun
antara lain mencakup 
hubungan-hubungan d
keluarga, sistem-si
kekuasaan dan perub
(Suparlan dalam Bha
Terjadinya perubaha
umumnya dapat di 
pengaruh intern d
Pengaruh intern 
bertambah atau b
penduduk, penem
baru, terjadinya suatu p
revolusi masyarakat
pengaruh ekstern b
bersumber pada lin
seperti bencana al
kebudayaan masyara
peperangan. 

Bentuk perub
dibedakan dalam beb
a. Perubahan  y

secara  lambat  d
perubahan  yang 
cepat. 

b. Perubahan  yang 
 pengaruhnya 
perubahan y
pengaruhnya  

c. Perubahan  yang 
 (intended-chang
perubahan  yang d
(Planned-change
perubahan y
dikehendaki (
change) atau p
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membantu dalam 
rasi konflik air 

kawasan Bali selatan. 

osial 
sosial adalah 

ruktur sosial dan 
hubungan sosial 

kup sistem status, 
n dalam 

istem politik, 
rubahan penduduk 

asma, 2003:38). 
an sosial pada 
 sebabkan oleh 

rn dan ekstern. 
rn antara lain 
u berkurangnya 
emuan-penemuan 

u pertentangan, 
at. Sedangkan 
rn biasanya 
ngkungan alam 
lam, pengaruh 
akat lain atau 

rubahan sosial  
berapa bentuk: 
yang  terjadi  
dan  perubahan-
g terjadi secara 

 kecil
 dan 
yang besar 

ng  dikehendaki
hange)  atau  
ng direncanakan 
e) dan 
yang tidak 

i (unintended-
perubahan yang 

tidak direncakan
change) (dal
122:1985) 

Berdasarkan  
mengenai  peruba
 menyatakan p
perubahan dalam
menunjukan  kepada
(Sajogyo dalam W
27). Teori tunggal i
bahwa mungkin ada 
tunggal yang 
terjadinya perubaha
menjadi ciri atau pola 
Perubahan sosial 
karena lahirnya suatu p
(inovasi) dalam 
masyarakat seperti 
bentuk organisasi ba
baru. Ruang lingkup 
perubahan   sosia
unsur-unsur kebuda
yang  material  m
inmaterial  (Ougburn 
Soekanto, 2002: 303).
diperlukan untuk
kebutuhan masu
 kebutuhan 
mencakup aspek sp
aspek materialnya
primer senantiasa 
sehingga harus selal
dengan tantangan-ta
dihadapi dari ling
maupun lingkun
(Soekanto, 1983).  

Selain itu da
bahwa perubahan 
untuk mencap
kesempurnaan, 
kesempurnaan ini d
kemudahan bagi manu
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n ( unplanned- 
lam Sajogo, 

 teori  tunggal  
ahan  sosial

n penyebab 
m masyarakat 

da satu faktor 
Widiartha, 2010: 

ini menyatakan 
da satu variabel 

menggerakkan 
an dan yang 
a  tunggal pula. 

 dapat terjadi 
u pendapat baru 

 sistem atau 
i teknik baru  
aru dan falsafah 

kup perubahan-
ial  meliputi 

ayaan  baik  
maupun   yang  
burn  dalam 

303). Perubahan 
uk memenuhi 

usia, yaitu 
primer yang 

piritual maupun 
a. Kebutuhan 
 berkembang, 

elalu disesuaikan 
tantangan yang 
gkungan sosial 

kungan alam 

apat dikatakan 
 terjadi adalah 
pai suatu  

dimana 
dapat  memberi 
nusia 
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Krisis Air sebagai Akibat Pengembangan Sarana Pariwisata 
Pada Kawasan Bali Selatan Dilihat Dari Perspektif Perundang

 

 

1. Bagaimanakah penegakkan hukum terkait dengan krisis air 
pada pengembangan pariwisata di Wilayah Bali Selatan?

2. Usaha apa yang dapat dilakukan untuk menyeimbangkan 
pengembangan pariwisata dan ketersediaan air di Wilayah 
Bali Selatan?

Metodologi 
Kualitatif 
Content 
Analysis 
Dokumentasi
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekolah Tinggi Pariwisata Triatma Jaya, I Made Bayu Wisnawa
 I Ketut Sutapa 

 

 

 

 

 

 

Jurnal Perhotelan dan Pariwisata, Januari - Juni  2014, Vol.4  No.1  hal.

Krisis Air sebagai Akibat Pengembangan Sarana Pariwisata 
Pada Kawasan Bali Selatan Dilihat Dari Perspektif Perundang

undangan 

Bagaimanakah penegakkan hukum terkait dengan krisis air 
pengembangan pariwisata di Wilayah Bali Selatan?

Usaha apa yang dapat dilakukan untuk menyeimbangkan 
pengembangan pariwisata dan ketersediaan air di Wilayah 
Bali Selatan? 

 

Dokumentasi 

Landasan Teori 
UU No 10 Tahun 2009 Kepariwisataan
UU No 7 Tahun 2004 Pengelolaan Air
Perda No 2 Tahun 2012 Pariwisata 
Budaya  
Perda No 16 Tahun 2009 RTRW, Teori 
Fungsional Struktural 

Analisis dan 
Pembahasan 

Simpulan dan Saran 

METODOLOGI 
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Krisis Air sebagai Akibat Pengembangan Sarana Pariwisata 
Pada Kawasan Bali Selatan Dilihat Dari Perspektif Perundang-

Bagaimanakah penegakkan hukum terkait dengan krisis air 
pengembangan pariwisata di Wilayah Bali Selatan? 

Usaha apa yang dapat dilakukan untuk menyeimbangkan 
pengembangan pariwisata dan ketersediaan air di Wilayah 

0 Tahun 2009 Kepariwisataan,  
UU No 7 Tahun 2004 Pengelolaan Air,  
Perda No 2 Tahun 2012 Pariwisata 

, Teori 
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PEMBAHASAN 
Penegakkan Hukum Terkait 
dengan Krisis Air pada 
Pengembangan Pariwisata di 
Wilayah Bali Selatan

Potensi air tanah di Indonesia 
terdapat pada 396 (Said, HD, 2005) 
cekungan Air Tanah, yaitu 88 
cekungan di Jawa, 27 di Sumatera, 
18 di Kalimantan, 82 di Sulawesi, 
42 di Bali, 42 di NTT, 9 di NTB, 69 
di Maluku, dan 47 di Papua. Dari 
sejumlah cekungan tersebut baru 
beberapa cekungan saja yang 
dipetakan secara terperinci. 
Sementara itu berdasarkan pera
Permen PU No.397 1989 tetntang 
pembagian wilayah sungai, maka 
dari 90 wilayah sungai terdapat 15 
wilayah sungai lintas provinsi, 73 
wilayah sungai dalam satu propinsi 
dan 2 wilayah sungai yang dikelola 
oleh BUMN. 

Berdasarkan UU no 7 tahun 
2004, maka visi pengelolaan 
sumberdaya air adalah terwujudnya 
kemanfaatan sumber daya air 
berkelanjutan yang sebesar
untuk kemakmuran rakyat (pasal 3). 
Sedang misinya adalah melakukan 
konservasi Sumber daya air, 
pendayagunaan sumber daya air
(penatagunaan, pen
penggunaan, pengembangan dan 
pengusahaan). Pengendalian dan 
penanggulangan daya rusak air, 
Pemberdayaan dan peningkatan 
peran masyarakat, dunia usaha, dan 
pemerintah. Dan terakhir 
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Penegakkan Hukum Terkait 
dengan Krisis Air pada 
Pengembangan Pariwisata di 
Wilayah Bali Selatan 

Potensi air tanah di Indonesia 
terdapat pada 396 (Said, HD, 2005) 
cekungan Air Tanah, yaitu 88 
cekungan di Jawa, 27 di Sumatera, 
18 di Kalimantan, 82 di Sulawesi, 
42 di Bali, 42 di NTT, 9 di NTB, 69 
di Maluku, dan 47 di Papua. Dari 
sejumlah cekungan tersebut baru 
beberapa cekungan saja yang 
dipetakan secara terperinci. 
Sementara itu berdasarkan peraturan 
Permen PU No.397 1989 tetntang 
pembagian wilayah sungai, maka 
dari 90 wilayah sungai terdapat 15 
wilayah sungai lintas provinsi, 73 
wilayah sungai dalam satu propinsi 
dan 2 wilayah sungai yang dikelola 

Berdasarkan UU no 7 tahun 
visi pengelolaan 

sumberdaya air adalah terwujudnya 
kemanfaatan sumber daya air 
berkelanjutan yang sebesar-besar 
untuk kemakmuran rakyat (pasal 3). 
Sedang misinya adalah melakukan 
konservasi Sumber daya air, 
pendayagunaan sumber daya air  
(penatagunaan, penyediaan, 
penggunaan, pengembangan dan 
pengusahaan). Pengendalian dan 
penanggulangan daya rusak air, 
Pemberdayaan dan peningkatan 
peran masyarakat, dunia usaha, dan 
pemerintah. Dan terakhir 

peningkatan ketersediaan dan 
keterbukaan data dan informasi 
SDA. 

Pada UU tersebut di atas 
disebutkan bahwa air tanah yang 
merupakan sumberdaya alam yang 
terbatas, kerusakannya sulit 
dipulihkan, dan bahwasannya 
pendayagunaan sumber daya air 
harus mengutamakan air permukaan. 
Hal tersebut menjadi dasar 
penyusunan kebijakan p
dan pemanfaatan air tanah, yang 
dalam pelaksanaannya membutuhkan 
peran serta dan komitmen yang kuat 
dari semua pihak terkait.

Dampak-dampak negatif yang 
ditimbulkan oleh adanya perubahan 
pada siklus hidrologi di sutau daerah 
yang akan berdampak 
airnya dapat berupa penurunan muka 
airtanah (MAT), yang 
mengakibatkan semakin sulitnya 
memperoleh airtanah, intrusi air asin 
di daerah yang berbatasan dengan 
pantai, dan amblesan tanah (land 
subsidence). Hal-hal ini sebetulnya 
dapat dicegah, ba
diperbaiki, apabila dilakukan 
perencanaan dan pengawasan yang 
baik dalam melakukan pengelolaan 
sumberdaya air yang ada dengan 
memperhatikan siklus hidrologi, 
neraca air, kebutuhan air untuk air 
bersih, pertanian dan industri, serta 
langkah-kangkah yang yang harus 
diambil oleh semua pihak 
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peningkatan ketersediaan dan 
keterbukaan data dan informasi 

da UU tersebut di atas 
disebutkan bahwa air tanah yang 
merupakan sumberdaya alam yang 
terbatas, kerusakannya sulit 
dipulihkan, dan bahwasannya 
pendayagunaan sumber daya air 
harus mengutamakan air permukaan. 
Hal tersebut menjadi dasar 
penyusunan kebijakan pengelolaan 
dan pemanfaatan air tanah, yang 
dalam pelaksanaannya membutuhkan 
peran serta dan komitmen yang kuat 
dari semua pihak terkait. 

dampak negatif yang 
ditimbulkan oleh adanya perubahan 
pada siklus hidrologi di sutau daerah 
yang akan berdampak pada neraca 
airnya dapat berupa penurunan muka 
airtanah (MAT), yang 
mengakibatkan semakin sulitnya 
memperoleh airtanah, intrusi air asin 
di daerah yang berbatasan dengan 
pantai, dan amblesan tanah (land 

hal ini sebetulnya 
dapat dicegah, bahkan dapat 
diperbaiki, apabila dilakukan 
perencanaan dan pengawasan yang 
baik dalam melakukan pengelolaan 
sumberdaya air yang ada dengan 
memperhatikan siklus hidrologi, 
neraca air, kebutuhan air untuk air 
bersih, pertanian dan industri, serta 

ah yang yang harus 
diambil oleh semua pihak  
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Gambar 1. Telaah Hukum Mengenai Kepariwisataan dan Konservasi 
Air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampak sinkron antara perundang
undangan yang mengatur pariwisata 
dengan penggunaan air. Undang
undang No 10 Tahun 2009 tentang 
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Gambar 1. Telaah Hukum Mengenai Kepariwisataan dan Konservasi 

Tampak sinkron antara perundang-
undangan yang mengatur pariwisata 
dengan penggunaan air. Undang-
undang No 10 Tahun 2009 tentang 

kepariwisataan, Perda Nomor 2 
Tahun 2012 tentang pariwisata 
budaya dan Perda No 16 Tahun 2009 
tentang RTRW semuanya mengacu 
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Gambar 1. Telaah Hukum Mengenai Kepariwisataan dan Konservasi 

kepariwisataan, Perda Nomor 2 
Tahun 2012 tentang pariwisata 
budaya dan Perda No 16 Tahun 2009 
tentang RTRW semuanya mengacu 
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pada kelestrian lingkungan dan 
terjaganya ketersediaan air bersih.

Kelemahan dari Sisi Perundang
undangan 

Namun jika ditelaah lebih lanjut, 
beberapa persoalan yang muncul 
dalam UU No.7 Tahun 2004 tentang 
Sumber Daya Air berkaitan dengan 
keterlibatan fihak swas
proses pengelolaannya. Hal ini tidak 
terlepas dari pergeseran makna air 
yang sebelumnya merupakan barang 
publik  berubah menjadi komoditas 
yang lebih mementingkan aspek 
ekonomi yang akhirnya berorientasi 
pada mencari keuntungan  
(Harjanti,2012) Kelahiran UU 
Nomor 7 Tahun 2004 sangat 
memberikan kelonggaran kepada 
pihak asing dalam pengelolaan 
sumber daya air di Indonesia. 
Pergeseran makna ini dapat dilihat 
pada  Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat 
(3) dan Pasal 14 UU No 7 Tahun 
2004  yang dilaksanaka
No 16 Tahun 2005 tentang SPAM 
(Sistem Penyediaan Air Minum). 
Ruang masuk swasta dalam 
pengelolaan ari sangat besar, dimana 
pada pasal 37 ayat (3) “dalam hal 
BUMN dan BUMD sebagaimana 
dimaksudkan dalam ayat (2) tidak 
dapat meningkatkan kuantita
kualitas pelayanan SPAM di wilayah 
pelayanannya, BUMN atau BUMD 
atas persetujuan dewan 
pengawas/komisaris dapat 
mengikutsertakan koprasi, badan 
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kelestrian lingkungan dan 
terjaganya ketersediaan air bersih. 

Kelemahan dari Sisi Perundang-

Namun jika ditelaah lebih lanjut, 
eberapa persoalan yang muncul 

dalam UU No.7 Tahun 2004 tentang 
Sumber Daya Air berkaitan dengan 
keterlibatan fihak swasta  dalam 
proses pengelolaannya. Hal ini tidak 
terlepas dari pergeseran makna air 
yang sebelumnya merupakan barang 
publik  berubah menjadi komoditas 
yang lebih mementingkan aspek 
ekonomi yang akhirnya berorientasi 
pada mencari keuntungan  

Kelahiran UU 
Nomor 7 Tahun 2004 sangat 
memberikan kelonggaran kepada 
pihak asing dalam pengelolaan 
sumber daya air di Indonesia. 
Pergeseran makna ini dapat dilihat 
pada  Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat 
(3) dan Pasal 14 UU No 7 Tahun 
2004  yang dilaksanakan dengan  PP 
No 16 Tahun 2005 tentang SPAM 
(Sistem Penyediaan Air Minum). 
Ruang masuk swasta dalam 
pengelolaan ari sangat besar, dimana 
pada pasal 37 ayat (3) “dalam hal 
BUMN dan BUMD sebagaimana 
dimaksudkan dalam ayat (2) tidak 
dapat meningkatkan kuantitasdan 

SPAM di wilayah 
pelayanannya, BUMN atau BUMD 
atas persetujuan dewan 
pengawas/komisaris dapat 
mengikutsertakan koprasi, badan 

usaha swasta dan atau masyarakat 
dalam penyelenggaraan di wilayah 
pelayanannya. 

Kelemahan dari Sisi 
Hukum 

Terjadinya permasalahan mengenai 
langkanya air menunjukkan adanya 
kesenjangan. Hal ini dapat 
disebabkan karena kurang tegasnya 
penegak hukum dalam menertibkan 
pembangunan sarana pariwisata 
ditempat-tempat yang seharusnya 
tidakboleh di bangun, sep
kawasan jalur hijau, sempadan 
pantai, sempadan jurang, dsb yang 
menyebabkan alih fungsi lahan dan 
mempengaruhi ketersediaan air.

Apabila penegakkan hukum 
dilakukan dengan baik tentunya tidak 
terjadi kelangkaan air di wilayah Bali 
Selatan. 

Usaha yang Dapat Dilakukan 
untuk Menyeimbangkan 
Pengembangan Pariwisata dan 
Ketersediaan Air di Wilayah Bali 
Selatan 

Pengembangan pariwisata 
harus disertai dengan kebijakan 
untuk mengurangi dampak 
pembangunan terhadap lingkungan 
dan mampu mengangkat 
pengembangan pariwisata (Yang,M. 
et.al, 2009). 
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usaha swasta dan atau masyarakat 
dalam penyelenggaraan di wilayah 

Kelemahan dari Sisi Penegakkan 

Terjadinya permasalahan mengenai 
langkanya air menunjukkan adanya 
kesenjangan. Hal ini dapat 
disebabkan karena kurang tegasnya 
penegak hukum dalam menertibkan 
pembangunan sarana pariwisata 

tempat yang seharusnya 
tidakboleh di bangun, seperti 
kawasan jalur hijau, sempadan 
pantai, sempadan jurang, dsb yang 
menyebabkan alih fungsi lahan dan 
mempengaruhi ketersediaan air. 

Apabila penegakkan hukum 
dilakukan dengan baik tentunya tidak 
terjadi kelangkaan air di wilayah Bali 

Dapat Dilakukan 
untuk Menyeimbangkan 
Pengembangan Pariwisata dan 
Ketersediaan Air di Wilayah Bali 

engembangan pariwisata 
harus disertai dengan kebijakan 
untuk mengurangi dampak 
pembangunan terhadap lingkungan 
dan mampu mengangkat 

wisata (Yang,M. 
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Gambar 2 Penyebab Konflik Air

 

 

 

 

 

 

 

 

Melihat kenyataan yang ada, upaya 
yang dapat dilakukan dalam tata 
kelola air sehingga mampu 
mewujudkan kelestarian lingkungan 
dan ketersediaan air di masa depan 
adalah : 

1. Peninjauan ulang terhadap produk 
hukum yang mengatur 
penggunaan air agar tetap 
berorientasi pada 
rakyat dan jauh dari int
pihak asing yang ingin 
memanfaatkan sumber daya air 
Indonesia untuk kepentingan 
bisnis. 

2. Perlu adanya kajian terhada
penggunaan air tanah, khususnya 
di wilayah kantong wisata yang 
tidak terencana dengan baik 
(Kuta, Sanur)  jangan sampai 
menimbulkan dampak  yang tidak 
diinginkan seperti tanah longsor.

3. Penegakkan hukum dengan lebih 
baik. 

Sekolah Tinggi Pariwisata Triatma Jaya, I Made Bayu Wisnawa
 I Ketut Sutapa 

 

 

 

 

 

 

Jurnal Perhotelan dan Pariwisata, Januari - Juni  2014, Vol.4  No.1  hal.

Gambar 2 Penyebab Konflik Air 

Melihat kenyataan yang ada, upaya 
yang dapat dilakukan dalam tata 
kelola air sehingga mampu 
mewujudkan kelestarian lingkungan 
dan ketersediaan air di masa depan 

Peninjauan ulang terhadap produk 
hukum yang mengatur 
penggunaan air agar tetap 
berorientasi pada kepentingan 
rakyat dan jauh dari intervensi 
pihak asing yang ingin 
memanfaatkan sumber daya air 
Indonesia untuk kepentingan 

Perlu adanya kajian terhadap 
penggunaan air tanah, khususnya 
di wilayah kantong wisata yang 
tidak terencana dengan baik 
(Kuta, Sanur)  jangan sampai 
menimbulkan dampak  yang tidak 
diinginkan seperti tanah longsor. 
Penegakkan hukum dengan lebih 

4. Kerjasama antar seluruh 
stakeholder sangat dibutuhkan, 
oleh karenanya peranan akademisi 
dalam menyuarakan kebenaran 
sangat vital. 

5. Konservasi air . 

SIMPULAN 

Berdasarkan uraian di atas, maka 
dapat disimpulkan bahwa :

1. Penegakkan hukum di Bali 
mengenai tata kelola air masih 
perlu dibenahi, melihat 
fenomena konflik dan krisis air 
akibat pengembangan 
pariwisata menunjukkan 
kekurangsempurnaan dalam 
praktik penyelenggaraan 
hukum. Dari sisi produk 
hukum UU No 7 Tahun 2004 
tentang tata kelola 
perlu ditinjau ulang mengenai 
privatisasi pengelolaan sumber 
daya air jangan sampai 
mengorbankan kepentingan 
khalayak/masyarakat

2. Upaya yang dapat dilakukan 
untuk menyeimbangkan 
kebutuhan air di wilayah Bali 
selatan adalah dengan 
peninjauan ulang terhadap 
produk hukum yang berlaku, 
penegakkan hukum yang lebih 
baik, meningkatkan kerjasama 
antar stakeholder 
dan konservasi air.
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Kerjasama antar seluruh 
er sangat dibutuhkan, 

oleh karenanya peranan akademisi 
dalam menyuarakan kebenaran 

Berdasarkan uraian di atas, maka 
dapat disimpulkan bahwa : 

Penegakkan hukum di Bali 
mengenai tata kelola air masih 
perlu dibenahi, melihat 
fenomena konflik dan krisis air 
akibat pengembangan 
pariwisata menunjukkan 
kekurangsempurnaan dalam 
praktik penyelenggaraan 
hukum. Dari sisi produk 
hukum UU No 7 Tahun 2004 

tang tata kelola air masih 
perlu ditinjau ulang mengenai 
privatisasi pengelolaan sumber 
daya air jangan sampai 
mengorbankan kepentingan 
khalayak/masyarakat 
Upaya yang dapat dilakukan 
untuk menyeimbangkan 
kebutuhan air di wilayah Bali 
selatan adalah dengan 
peninjauan ulang terhadap 
produk hukum yang berlaku, 
penegakkan hukum yang lebih 
baik, meningkatkan kerjasama 

stakeholder pariwisata, 
dan konservasi air. 
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